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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan

pelaksanaan SPBE pada lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman

oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas,

terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur

sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sarna yang baik antara Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan

termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, lnstansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018

ffi ti Bidang Kelembagaan
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Dasar Hukum

Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Deraiuran Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 203,8 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
:emerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE
- Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat l(ematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan
3:te.apan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknisSPBE" Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level,
. ra:a masing-masing ievel menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SpBE.

?enilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan
:r,aiuasj mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

. Pengaturan dalam bentuk konsep yang beium
ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan
secara qd-hoc.

. Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
sebagian kebutuhan di lnstansi Pemerintah serta
proses tata kelo a dilaksanakan dengan dasar,
dasa. marajere- re ooP.menta i.

. Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta
proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya
dengan standerdisasi.

. Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
kebutuhan hubungan antar lnstansi Pemerintah
serta proses tata kelola dilaksanakan dengan
pengukuran kinerja secara kuantitatif.

. Pengaturan telah ditetapkan dan dievaiuasi
terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan
iniernal dan el(sternal serta proses tata kelola
dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

. Layanar SPBE Calam bentuk
informasi satu arah.

" Layana. SPEE da am beniuk
informasi dua arah.

. i,ayanai SPtjE da am bentuk
Dertul<aran infcrmasi dan ayanan

. Layanan SPBE terintegrasi dengan
ayanan SPBE ain.

. La'/anan 5P.qE dapat beradapta:i
terhadap perubahan ingkungan
interra dai eksteTna.

Domain dan Aspek Penilaian Bobot Predikat lndeks sPBE

Domain 1 - Kebijakan SFBE

Aspek I- - Kebijakan Tata l(eicla SPBE

Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE

Domain 2 - Tata Kelola SPBE

Aspek 3 - Kelembagaan

Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan

Aspek 5 - Teknologi lnforrnasi dan I(cmunixasi

Domain3-LayananSFBil

i:ce< 5 - layanan Adrninistrasi Femerintahan Berbasis Elektronik

::::-,7 - Layanan Publik Ber"basis Elektronik
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INDEKS SPBE - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
1r93

(Cukup)

ndek da

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Tata kelola
r Kekuatan

Bagi kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang sudah dimiliki Pemkab Kapuas Hulu, segera

dilakukan peningkatan sesuai dengan peraturan yang ada.
o Kelema ha n

Bagi kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang belum ada ataupun masih berupa konsep pada

Pemkab Kapuas Hulu, harus segera disusun dan disahkan, serta perlu dilihat keperluannya secara

holistik.

ai

B. Kebijakan Layanan
o Kekuatan

Sebagian besar kebijakan internal terkait layanan SPBE pada Pemkab
secara keseluruhan kebutuhan layanan SPBE yang ada pada setiap
aplikasi da n monitoring eva luasi ya ng perlu diperhatikan kedepannya.

r Kelemahan
Bagi kebijakan internal terkait layanan SPBE yang belum ada, masih
mengatur sebagian kebutuhan layanan SPBE pada Pemkab Kapuas
peningkatan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan
r Kekuatan

Kapuas Hulu sudah mengatur
unit kerjanya. Aspek integrasi

berupa konsep, ataupun baru
Hulu harus segera dilakukan

C.

r Kelemahan
Pemkab Kapuas Hulu perlu meningkatkan kembali tata kelola terkait kelembagaan dalam SPBE agar
dapat mengatur secara keseluruhan dan keberlanjutan kebutuhan tata kelola tersebut.

Strategi da n Perencanaan
o Kekuatan

Tata kelola terkait strategi dan perencanaan dalam anggaran dan belanja TIK sudah dapat mengelola
secara keseluruhan kebutuhan pengelolaan SPBE Pemkab Kapuas Hulu. Jika ingin dilakukan peningkatan

N a s SPBE, Domain, n

Nilai lndeks Aspek SPBE

-Nilai -TargBrKebijakan Tata

KebrJaka

Kelen

rtegi dan
lncanaal

1,93

Domain Kebijakan SPBE 2,06

Kebijakan Tata Kelola SPBE 'J,,71,

Kebijakan Layanan SPBE 2,30

Domain Tata Kelola 2,OO

Kelembagaan 2,50

Strategi & Perencanaan 2,50

TIK 1,33

Domain Layanan SPBE 1,85

Administrasi Pemerintahan 2,1-4

Pelayanan Publik L,33

SPBE
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ke m ba I i, aspek monitoring eva luasi dan keberlanjuta n perlu diperhatikan.
o Kelemahan

Tata kelola terkait strategi dan perencanaan dalam rencana induk SPBE Pemkab Kapuas Hulu perlu
dapat mellhat kebutuhan secara holistik, terukur, dan berkelanjutan.

1,1

-:('o cgr lnformasi dan Komunikasi
r Kekuatan

r Ke emahan
Tata kelola terkait data center perlu segera di standarisasikan dan disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku. Tata kelola terkait integrasi aplikasi dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai perlu dibuat
secara keseluruhan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ad m rnistrasl Pemerintahan
o Kekuatan

Aplikasi administrasi pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sudah baik,
namun perlu segera dilakukan integrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan
data; untuk mencegah adanya penyimpangan.

o Kelemahan
Aplikasi administrasi pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan surat/naskah dinas, kepegawaian,
dan kinerja harus segera diimplementasikan; untuk membantu kegiatan administrasi pemerintahan
agar menjadi lebih baik.

Pelayanan Publik
o Kekuatan

Tingkatkan kembali aplikasi pelayanan publik yang sudah ada dan sesuaikan dengan peraturan yang
ada.

o Kelemahan
lnovasiaplikasi pelayanan publik perlu ditingkatkan, serta aplikasiWBS perlu segera dibuat.

Rekomendasi

t Kebijakan lnternalTim
Pengarah SPBE

Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau
sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang
mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit
kerja/perangkat daera h di lnsta nsi Pusat/Pemerintah Daera h

2
Kebijakan lnternal lnovasi
Proses Bisnis Terintegrasi

Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat
pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit
kerja/perangkat daerah di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

, Kebijakan lnternal
- Rencana lnduk SPBE

Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal
lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen
perubahan.

, Kebijakan lnternal
Anggaran dan Belanja TIK

Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan
memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE.

I Kebijakan lnternal
S I nengoperasian Pusat

I oata

Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan
memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi
semua unit kerja/perangkat daerah di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- | Kebijakan lnternalo 
I lnt"grasisistem Aplikasi

Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan
memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi
proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di lnstansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

No lndikator

4



B
L,r

F,
br
b,
!r
Lr
Lr
b,
Lr
L.il
rr
br
Lr

br
rrJ
L,
b,
L,

h
H
b
b
b
b
HL
H
L.
ri
i:
i"r{

7

Kebijakan lnternal
Penggunaan Aplikasi
Umum Berbagi Pakai

Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakaisebaiknya
dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasidengan layanan SPBE lain
yang telah tersedia di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

8
Kebijakan lnternal ,{

Layanan Naskah Dinas

Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan
memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas
secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di lnstansi
Pusat/Pemerinta h Daerah.

I
Kebijakan lnternal
Layanan Manajemen
Kepegawaian

Kebijaka n I nternal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya dilengkapi
dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan
manajemen pegawaisecara elektronik pada semua unit kerja/perangkat
daerah di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

10

Kebijakan lnternal
Layanan Manajemen
Perencanaaan dan

Penga ngga ra n

Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran
sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi
layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik
dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di lnstansi Pusat/Pemerintah
Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran

secara elektronik antar lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar
lnstansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.

1,1

Kebijakan lnternal
Layanan Manajemen
Keuangan

Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi
dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen
perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain
yang sudah tersedia di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi
layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik
antar lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar lnstansi Pusat

dengan Pemerintah Daerah.

1,2

Kebijakan lnternal
Layanan Manajemen
Kinerja

Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya ditetapkan
dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan
manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat
daerah di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

13
Kebijakan lnternal
Layanan Pengadaan

Kebijakan lnternal Layanan Pengadaan sebaiknya dilengkapi dengan
memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan

secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di lnstansi
Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara

elektronik antar lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar lnstansi
Pusat dengan Pemerintah Daerah.

t4
Kebijakan lnternal
Layanan Pengaduan
Publik

Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan
memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan pengaduan publik secara

elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di lnstansi
Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan publik secara

elektronik antar lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar lnstansi
Pusat dengan Pemerintah Daerah.

15

Kebijakan lnternal
Layanan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

Kebijakan lnternal Layanan Dokumentasi dan lnformasi Hukum sebaiknya
dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan
dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik dengan layanan SPBE

lain yang sudah tersedia di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi
layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik antar lnstansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar lnstansi Pusat dengan Pemerintah
Daerah.

Kebijakan lnternal
Layanan Whistle Blowing
System (WBS)

Kebijakan lnternal Layanan Whistle Blowing System (WBS)sebaiknya

dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS

secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di lnstansi
Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan WBS secara elektronik
antar'lnsta nsi Pusat/Pemerinta h Daerah dan/ata u a nta r I nstansi Pusat

dengan Pemerintah Daerah.

5
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Kebijakan lnternal
Layanan publik lnstansi
Peme rinta h

Kebijakan lnternal Layanan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat
pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik
pada semua unit kerja/perangkat daerah di lnstansi pusat/pemerintah
Daerah.

18
Tim Pengarah SPBE

lnsta nsi Pemerintah

Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TtK atau sejenisnya sebaiknya
melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan
kebijakan internal yang telah ditetapkan.

19
lnovasi Proses Bisnis
Te ri ntegrasi

Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik
sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala.

20
Rencana lnduk SPBE

lnstansi Pemerintah

Rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan mencakup visi, misi,
strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana spBE sesuai dengan kebijakan
internal yang telah ditetapkan.

21

Anggaran dan Belanja
Teknologi lnformasi
Komunikasi

Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana
kerja anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh
unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TlK, dan
dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.

22
Pengoperasian Pusat
Data

Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center)
sebaiknya ditetapkan, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada semua
unit kerja/perangkat daerah di lnstansi pusat/pemerintah Daerah.

23 I ntegrasi Sistem Aplikasi
I ntegrasi sistem aplikasi sebaiknya dila kuka n berdasa rka n pada a rsitektu r
dan peta rencana dari rencana induk SPBE.

l4
Penggunaan Aplikasi
Umum Berbagi Pakai

Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh seruruh unit
kerja/pera ngkat daera h di lnstansi pusat/pemerintah Daera h berdasa rka n
arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SpBE.

25 Layanan Naskah Dinas

Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik
dila ksanakan secara otomasi seperti mengunggah e-dokumen dan
memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon
kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda
tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima
di interna I lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

26
Layanan Manajemen
Kepegawaian

Laya na n manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatka n menjadi rayanan
transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian
dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan dan verifikasi
terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.

27
Layanan Manajemen
Pe renca naa n

Laya na n ma najemen perenca naa n kegiata n sebaiknya ditingkatka n menjadi
layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen perencanaan
kegiatan dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan,
verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.

28
Layanan Manajemen
Pe nga ngga ra n

Laya na n ma najemen pengangga ran sebaiknya ditingkatkan menjadi laya na n
kola borasi dimana laya na n tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan
layanan sPBE lain berdasarkan arsitektur spBE dan integrasi proses bisnis di
dalam maupun antar lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Layanan Manajemen
Keuangan

Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
kola borasi dimana layana n tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan
layanan sPBE lain berdasarkan arsitektur spBE dan integrasi proses bisnis di
dalam maupun antar lnstansi Pusat/pemerintah Daerah.

30
Layanan Manajemen
Kinerja

Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan
secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait
kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme
perset.ujuan kinerja organisasi dariatasan dan validasi kinerja.
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31 Layanan Pengadaan

Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi
layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan
perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal
dan eksternal di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan
n1anajemen perubahan.

,?
Layanan Pengaduan

Publik

Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan dilaksanakan
secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait
pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan
pengadua n mengena i tra nspa ransi a lur proses dan progres penyelesaia n

dari pelaporan tersebut.

33
Layanan Dokumentasi
dan lnformasi Hukum

Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDtH) sebaiknya
ditingkatkan menjadi laya na n transa ksi d ima na proses-proses pada laya na n

dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomasiseperti
mengunduh ata u mengungga h informasi terkait dokumentasi da n informasi
hukum, melakuka n pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum
baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru
yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.

34
Laya na n Whistle-Blowing
System

Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi
layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang
mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal
dila ksa nakan seca ra otomasi seperti mengunduh atau mengungga h

informasiterkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna
yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan
progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.

35 Pelayanan Publik 1

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

36 Pelayanan Publik 2

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

37 Pelayanan Publik 3

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring {on-line).



Torget niloi tingkot kematangon untuk setiqp indikator odalah j (tiga)

1. Kebijakan lnternalTim Pengarah SPBE lnstansi Pemerintah 1

2 Kebijakan lnternal lnovasi proses bisnis terintegrasi 1.

3 Kebijakan lnternal Rencana lnduk SPBE lnstansi Pemerintah 4
4 Kebijakan lnternal Anggaran dan Belanja TIK L

5 Kebijakan lnternal Pengoperasian Pusat Data 1

6 Kebijakan lnternal lntegrasi Sistem Aplikasi 1,

7 Kebijakan lnternal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 3

8 Kebijakan lnternal Layanan Naskah Dinas t
9 Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Kepegawaian 2

10 Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran 3

1.1. Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Keuangan 3

1,2 Kebijakan lnternal Layanan Manajemen Kinerja 1.

13 Kebijakan lnternal Layanan Pengadaan 3

1.4 Kebijakan lnternal Layanan Pengaduan Publik 3

15 Kebijakan lnternal Layanan Dokumentasi dan lnformasi Hukum 3

1,6 Kebijakan lnternal Layanan Whistle Blowing System 3

t7 Kebijakan lnternal Layanan publik lnstansi Pemerintah t
18 Tim Pengarah SPBE lnstansi Pemerintah 2

1.9 lnovasi Proses Bisnis Terintegrasi 3
20 Rencana lnduk SPBE lnstansi Pemerintah 2

21, Anggaran dan Belanja TIK 3

22 Pengoperasian Pusat Data L

23 lntegrasi Sistem Aplikasi L

24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 2

25 Layanan Naskah Dinas t
26 Layanan Manajemen Kepegawaian t
27 Layanan Manajemen Perencanaan 2
28 Layanan Manajemen Penganggaran 3

29 Layanan Manajemen Keuangan 3
30 Layanan Manajemen Kinerja L

31 Layanan Pengadaan 4
32 Layanan Pengaduan Publik 2

33 Layanan Dokumentasi dan lnformasi Hukum 2
34 Layanan Whistle Blowing Svstem 1_

35-1 Layanan Publik pada lndikator 35-1 L

35-2 Layanan Publik pada lndikator 35-2 1

3s-3 Layanan Publik pada lndikator 35-3 L

No


